GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 11¢ /KPTS/SATPOL.PP/2020
TENTANG

SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang
Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1814);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
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Tembusan:

ouh -
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Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan
Gubernur Sumatera Selatan Nomor 448/KPTS/SATPOL.
PP/2013 tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Keputusan Gubernur Nomor 529/KPTS/SATPOL. PP/2015
tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor
529/KPTS/SATPOL. PP/2015 tentang Pembentukan Sekretariat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1@ Februari 2020

L(iUBERNUR SUMATERA SELATAN, /}

ﬁH. HERMAN DERU

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang,

Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov. Sumsel di Palembang.
Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.




